
 

 
 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 24 TAHUN 2014 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
diwajibkan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan 
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan 
bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara 
pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 13 bulan Desember 
Tahun 2014 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
 
 
 



 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 680); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2007 Nomor 19); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02); 



 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2010 Nomor 06); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 24); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
dan 

BUPATI KOTABARU 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  

BELANJA  DAERAH TAHUN  ANGGARAN  2015. 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah 
Rp.1.605.806.188.410,00 dengan perincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.509.642.883.709,00 

2. Belanja Daerah Rp. 1.593.806.188.410,00 

                                      Surplus/(Defisit) Rp. (84.163.304.701,00) 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan Rp. 96.163.304.701,00 

b. Pengeluaran Rp. 12.000.000.000,00 

  Pembiayaan Netto Rp. 84.163.304.701,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (SILPA): Rp. 0,00 
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 107.412.839.364,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.098.721.628.345,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 303.508.416.000,00 

 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 50.169.618.966,00 
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.801.711.910,00 
c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah                            

Rp. 5.928.638.374,00 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 44.512.870.114,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 457.414.661.345,00 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 599.980.077.000,00 
c.  Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.  41.326.890.000,00 
d. Dana Penyesuaian Rp. 0,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 14.168.625.000,00 
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00 
c.  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 215.647.897.512,00 
d. Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus sejumlah Rp. 73.691.893.488,00 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya  

sejumlah Rp. 0,00 
 



 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 660.708.337.609,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 933.097.850.801,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 531.067.691.938,00 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 39.557.600.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.765.000.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 5.228.276.816,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah                       

Rp. 76.089.768.855,00 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 88.769.183.630,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 357.694.289.355,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 486.634.377.816,00 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3  terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 96.163.304.701,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah 

Rp. 94.163.304.701,00 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00. 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

 
 



 

 


